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BAB I

PENDAHULUAN

Hukum mer_l-lpakan sesuatu yang befkenaan dengan manusia dalam
_hubungannya dgngan ‘manusia lainnya dalam suatu pergaulanl hidup. Tanpa
pergaulan hidup, maka tidak akan ada hukum (udi societas ibi .uis,.zoon politicon).
Hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan antar manusia. b

“Kehidupan manusia dalam ma-syarakat sellain,diatur oleh hukum, juga oleh.
kaidah-kaidah susila daa moral manﬁsia ittli ‘sendiri, yang mana keseluruhan
kaidah dein nilai ini merupakan sislem konse;ﬁtuai yang mewujudkan bagian dari
kehidupan rohani manusia. Kaidah dan nilai-nilai moral mer_ﬁbakan produk
kesadaran manusia.

- Seperti diketahui, bahwa disamping ketertiban sebagai tujuan pertama dan
paling pokok, hukum mempunyai tujuan lain yaitu lérciptah};za-_keadilan bagi
masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujﬁan tersébut, maka dibﬁtuhkan adanya kepastian daiam
hidqp bermasyarakat yang hanya dapat diwujudkan dengan ditaatinya segala
ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Pentaatan dari ketentuan-ketentuan }mkum dapat dipaksakan dengan cara
teratur, datam arti tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenal beatuk, cara

maupun alat pelaksanaannya. Dalam suatu negara, pemaksaan berlakunya

YoLili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandong, 1996, hlim. 11
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ketentuan-ketentuan .ini bérada di tangan negara beserta alat-alat
p;:rlengkapannya. 2

Oleh karena.untuk pemanfaatannya hukum .memerlukan paksaan, maka
‘tentu saja hukumpun memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Namun demikian,
kekuasaan inipun memerlukan pengaturan pula -dari hukum agaf tidak melampaui
batas dan timbul kesewenang—wenangén.

Dalam kenyataannya, banyak terjadi ketidakadilan sebagai akibat
disalahgunakannya kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok
' penguasa, yaﬁg mana perilaku buruk ini tidak lagi terjadi secara acak akan teta;:ii
sudah melembaga secara struktural.

Pada umumnya, ketidakadilan terjadi jika: >

a. brang menindas hak orang lain, |

b. pejabat pemerintah mengistimewakan orang ftertentu  sccara

diskriminatif,

¢. ada oraﬂg yang tidak maupun memperoleh sarana yang paling mutla_k :

diperlukan untuk menjadi dirinfa.

Dari gambaran di -atas tampak bahwa hukum tidak lag Berfungsi untuk
memberikan batasan-batasan dan arah mcngqnai péﬁggunaan kekuasaan, sebab
kekuasaan seharusnya tunduk pada hukum, namun yang terjadi adalah sebaliknya,
menciptakan banyak hetidakadilan Daiam makalah ini akan dibahas mengenai

hubungan antara hukum dan kekuasaan daiam perspektif filsatat hukum.

3 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukwm Dalam Pembangunan Nasional,
: Binacipta, Bandung, 1970, llm. 4
3 B. Aricef Sidharta, Hukum Dan Moralitas, PPs. Unpad, Bandung, 1999, him.



BABII
HUBUNGAN ANTARA HUKUM, KEKUASAAN

DAN KEADILAN

Hubungan Antara Hukum Dengan Kekuaséan.

Masyarakat manapun, untuk dapat menjadi masyarakat manusia yang
didalaminya tiap manusia indiyidual dalam kebebasan sejati.dapat mengalami
kehidupan yang bermartabat ménusiéwi tanf)a harué tergantung pada
kekuatan membutuhkén keten_ibah berkeadilan. Untuk 'itu masyarakat
memincultkan berbagai kaidah hukum yang kepaéuliannya pada tingkat
terakhir tidak sepﬂenuhnya diserahkan pada kemauan bébas wargé masyarakat
pe.rorangan, melainkan diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas publik yang
kewenangar dan kehadirannya diterima oleh masyarakat. ¥

Untuk mengetahﬁi apakah hukum berfungsi di dalam masyarakat,
maka yang. harus diketahui adalah apakah hukum itu benar-benar berlaku
dalam masyarakat.

Mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat, terdapat beberapé

anggapan, yaitu: >
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabtia penentuannya
didasarkan pada kaidah “yang lebih!/ting.gi rmgkatlnya (Hans

Keisen) atau bila berbentuk menurut cara vang telah ditetapkan

9 B. Axcf Sidharia. Refleksi Terhadup' Paradigma limu Hukum Di Indonesia, PPs. Unpad,

Bandung, 1999, him. 4 )

) Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullab, Sosiofogi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Pers,

Jakarta, 1982, lm, 13



(W. Zavenbergen), atau apabila menunjukkan * hubungan
keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Ka'{dah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut
efektif. Artinya kaidah tér_sebut dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterimé oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan), atau kaidah tad_i berfaku karena diterima dan diakui
oleh masyarafcat (teori pengakuan).
‘3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, _art'ilny'a sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai posiiif yang tertingg.
Pelaksanaan hukum dalam masyarakat memeriukan kekuasaan, sebab-
tanpa kekuasaan hukﬂm hanya bersifat .anjuran.. Akan tetapi sebaliknya
kekuasaanpun memerlukan hukum untuk menentukan batas-batasnya. Hal ini
-sesuai dengan slogan yang sangat populer, bahwa "hukum t.anpa kekuasaan
adalah angan-angan, kekiiasaan tahpa hukum adalah kelaliman". ©
Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan sesecrang untuk
‘memaksakan kehendaknyz atas pthak tain Dan écbaéai suatu fenomena yang
memiliki berbagai bentuk, kekuasaan memiliki beberapa sumber, vaitu di
sampiﬁg dimitiki oleh orang vang memiliki kewenangan resmi dan kekuatan
baik.ﬁsik (senjata) ma.upnn ekonami, seringkalt pula terjadi bahwa kejujuran
moral yang tinggi dan pengetahuan dapat pula menjadi sumber timbulnya

kekuasaan,

®  Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, him. 5



Pada dasarnya, kekuasaan memiliki sifat yang khas, yaitu bahwa- ia
cenderung untuk mérangsang yang memilikinya untuk lebih berkuasé lagi. ”

Oleh sebab itu, mak.a kekuasaan dapat dimulai baik atau buruk
tergantung dari bagaimana di pemegang kekuasaan menggunakannya.
Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa hafus diukur déngan
kegﬁnaannya untuk mencapat suatu tujuan yang sudah. ditentukan atau
disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang -
mutlak bagi kehidupan masyarakat yan.g tertib dan bahkan b_agi setiap bentuk
organisasi yang teratur, ¥ |

Pemegaﬁg.kekuasaan memiliki peranan yang sahgat penting, dimana
untuk dapat terwujudnya keadilar yang dicita-citakan antara lain akan
bergantung kepéda ‘bagimana pemegang  kekuasaan menggunakan
kekuasaannya. Q!eh sébab itu disamping dibutuhkan hukum dan kesadaran
hukum masyarakat sebagai pem5atas bagi pemegang kekuasaan, hal lain yang
tidak kalah pentingnya untuk_dimiliki oleh penguasa adalah kejujuran dan
moral yang tinggi serta pquabdian yang tinggi bagi kepentingan masyarakat.
Sebab sebaik apapun hukum diadakan untu.k membatasi perilaku penguasa,
namun jika menta‘; dan moral penguasa tidak tanggubh, maka pada dkhirnya
hukum justru akan ditnjak-ingak.

Untuk mengetahui keeiatan hubuhgan antara hukum dan'kckuasaan,

dapat ditihat melatui dua cara, yaitu: > .

" Ibid, him. 6

® Socrjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakaria, 1977, him.19

9 Lili Rasjidi, Op.cit, hlm. 80-81



1) Dengan menelaah dari konsep sanksi.
Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan  hukum
menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan atufan~aturan hukum
itu tadi. |
Karena sanksi merupakan suatu bentuk kekerasan, maka penggunaannya
memeriukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya -
sebagat kekerasan Sfang sah.

2) Dengan menelaah dari kbnsep penegakan konstitﬁsi.
Pembinaan sistem aturan—at‘uran hukwir dalam sudtu ﬁegara Yang teratur
adalah diatur oleh hukum itu sendiri, yang biasanya tercantum dalam
konstitusi dari negara yang bersahgkutan, Penegakan konstitusi itu,
termasuk penegakan prosedur yang bcnar datam ‘pembinaan hukum tadi
mengasumsikan digunakannya kekuatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum sendiri harus
mendapatkan -perli-ndur‘lgan dari suatu unsur kekuatan yang bukan hukum
untuk kepentingan penegakannya yaitu kekuasaan.

Kekuatan yang diperlukan sepertt tersebut di atas, dapat berwujud: 19
1. K_eya.kinan moral dari ma@arak;ﬂ.

2, Per'setujxlxan (konsensus) d.ﬁri seluruh rakvat
3. Kewibawaan dari seorang pemimptn kharismatik.
4. Kekuatan semata-maté yang sewenang-wenarig (kekerasan belaka).

5. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas.

% Ibid, him. 82



B. Hubungan Antara Kekuasaan Dan Keadilan

Manusia sébagai maﬁluk individual tumbuh dalam suatu masyarakat
tertentu, yang didalamnya sudah ada sistem—sisterﬁ konseptual tentang moral -
dan hukum. Karena manusia tumbuh dida-lamnfa, maka ia menyerap sistem-
sistem 1tu menjadi bagian dari dirinya, menjadi miliknya. Namun setiap orang
akan memilih posisinya sén_diri berkenaa.n dengan sistem konseptual nilai dan
kaidah yang ada. la akan mengambil sikap kritis terhadap moral yang berlaku
dan memilih suaty pendirian dalam hidupnya yang sesuai dengan pribadi

uniknya, ' e

Berkaitan dengan muatan moral vang ada dalam hukum sendiri,
menurut Low Fuller harus dibedakan ke dalam dué aspek, yaitu aspek
eksternal dan aspek internal. ' Aspek eksternalnya menunjuk pada tuntunan
moral terhadap hukum yang .harus dipenuhi agar hukum dapét berfungsi
dengan baik dan adil.

| Manusia merupakan mahluk yang berakal yang.memil'iki kemampuan
untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan dari hal tersebut kita dapat
mengambi! titik telak martabat manusia.

Sebagai mahluk yang bermartabat, manusia memiliki berbagai hak

. N . P . ,. g._\-]
sebagai manusia individual, yang bertumpu pada 3 asas, vaitu.

' 3. J. H. Bruggink, alih bahasa Arie{ Sidharta, Reffeksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakd,
Bandung, 1996, hlm. 224 ' '

12 B, Arief Sidharta, Hukum Dan Moralitas, PPs, Unpad, Bandung, 1999, hlm. 4

' B. Arief Sidharta, Op.cit, hlm, 3



1. Kemerdekaan dalam arti.fundamental yaitu hak indi\.'idu untuk
merealisasikan kehidupannya sebagai sejaraﬁ dafi dirinya sendiri,
yang meliputi hak untuk berinteraksi dengan duﬁianyla, hak untuk
mengim'e'grasikan segala sesuatu (realités) untuk pengembangan
diri berdasarkan rencana yang dibuatnya sendiri.

2. Tiap individu harus mewujudkan kehidupan dirinya sendiri
dengan secara aktif mengembangkan diri. |

3. Untuk dapat merealisasikan diri, .tiap indiyidu harus dapat
memiliki bagian tertentu dari dunia dan mengembangkan relasi-
relasi tertentu dengan dunia

_ Berd.asark.ari hak-hak ﬁmdamenta’i di atas, maka tuntunan moral
mencakup:

a. Hukum harus mempertahankan standar hidup manusiawi.

b.. Hukum harus menyelenggarakan ketertiban dﬁn keamanan.

c.  Hukum harus melindungi yang lemah,

d Hukum harus menciptakan kondisi (coﬁdmon humaine) yang
perlu bagi kehidupan manusia yang adil.

Selanjutnya mengenai aspek internal moralilas'huk.um menunjuk pada
aturan-aturan teknikal dari perwujudan hukum dalam aturan-aturan atau
kaidah-kaidah hukum sebagai wahana vang memungkmkan aspek. eksternal
moralitas hukum dapat diwujudkan.

Untuk dapat memberikan peﬁilaién apakah pemegang kekuasaan dapat

mewvjudkan keadilan bagi masyarakat, kita dapat bertitik tolak dari beberapa



asas keadilan bagi manusia sebagai mahluk individual yang memiliki moral
dan martabat yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: '¥
1. Tiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan
.sebagai nilai mutlak. Menurut Imanuel Kant, mabnusia adalah
tujuan dalam dirinyé sendirt.
2. Individu seyogyanya mendukung atau.mengabdi masyarakat

sebagai keseluruhan,

e

Kolektivitas seyogyanya membagi kekayaan masyarakat tanpa
privilese  bagi orang atau kelo‘mpok tertenfu  dengan
mendiskriminasi yang lain.

Menurut Plato, keadilan adalah kebajikan dalam arti keselarasan dan
keseimbangan‘bat'in yang‘.tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan
argumen rasional, sedangkan menurut Aristoteles kebajikan bersifat politis,
dimana negara diatur dengan peraturan-peraturan yang. adi.[ dan peraturan-
peraturan tersebut rﬁerupakan patokan dari apa yang benar. ' Menurut

Aristoteles, terdapat beberapa macam keadilan, yaitu: 16 |

I. a Keadila_n Distributif] j'ang mengacu képada pemberian jasa dan

barang kepada setiap orang sesuai dengan kcdud_ﬁkannya
‘dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadaﬁ

kesederajatan dihadapan hukum; -

') Ibid, him. 2 . _ ) _

19 Aristoteles lebili menekankan pada keadilan legalitas atau keadilan positif daripada prinsip
kebajikan yang kekal. ' '

'} Friedman, W., Op.cit, hlm. 10-11
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b. Keadilan Korektif, yang Imeru.pakan ukuraln ;eknis dari prinsip-
prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur
hubungan-hubungan hukum ha‘rus ditemukan suatu standar
yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap
findékan, tanpa :memperhatikan pelakuhya, dan tujuan dari
perilaku—perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur

melalui ukuran yang objektif.

2. a. Keadilan Menurut Hukum, yang mendapat kekuasaannya dari
. apa yang diterapkan sebagai hﬁkum, apakah édil atau tidak;

b. Kéadilan Menurut Alam, })ang mendapatkan kekuasaannya
dari apa yang menjadi sifat dasar manusta, yang tidak dibatas
oleh ruang dan wakiu.

\

3. a. Keadilan Abstrak, dimana hukum harus menyamaratakan dan
banyak memerlukan kekerasan dalaml penerapannya terhadap
masalah individu;

b. ~Kepatuhan  mengurangt dan menguji kekerasan  tersebut,
dengan mempertimbangiai lial yang bersifat wdividual.

.Meskipun begitu banyak teort men;_;‘x;::‘;i readitan, yang . menjelaskan

mengenal bagaimana pemegang ke’kuasa;n harus bertingkah laku dan
menggunakan kekuasaannya dan bagaimana individu dan masyarakat dapat

memperoleh perlakuan yang adil, namun dalam kenyataannya masth saja
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terjadi dengan dalih "demi pembanguna_m",_ pemerintah melanggar hak-hak
individu dengan menyingkirkan hukum atau dengan sﬁembuat ketentuan-
ketentuan hukum yang merugikan rakyat biasé dan hanya mengu‘ntung‘kén
~ bagi segelintir orang saja. Sehingga sering terjadi bentrokan kepentingan,
yang mana pihak penguasa beranggapan bahwa sudah. menjadi kewajibannya
untuk menggunakan kekuasaan yang ada padanya demn kepentingan rakyat,
sedangkan di pihak lain, tiap-tiap individu berusaha mémpeﬁéhankan
integritas, martabat dan kebesasannya.

Pada akhirnya, untuk dapat tegaknya_ Rule of Law yaig aapat
mewujudkan keaditan bagi setiap orang, maka terhadap beberapa hal yang'
dapat dijadikan pedoman, yaitu bahwa: %

1. Setiap orang tanpa membedakan kedudukannya harus tu_nduk
kepada undang-undang yang berlaku dan harus mempeﬁangguﬁg—
jawabkan perbuatannya di muka péngadilan biasﬁ.

2. Hukum harus berdasarkan moral dan adalah keadilan bukannya
kekuasaan yang harus menjadi dasar sejziti dari suatu masyarakat,

baik nasional maupun internasional.

Lad

Kekuasaan pemerintah jangan digunakan ianpa . pembenaran
(justification) yang dapat diterima untuk mengurangi atau
menyingkirkan hak-hak individu, kecuali apabila tindakan-

tindakan pemerintah itu terpaksa dilakukan demi kepentingan

umum, sedangkan intervensi pemerintah sedemikian harus

D R Ramani, dikutip dari S. Tasrif, Tanggapan Atas Prasaran Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, SH., him 21
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didasarkan kepada kaidah-kaidah dan norma-norma objektif yang
' ‘didalam  setiap keadaan dapat diselidiki dan diuji ada atau
tidaknya keharusan oleh kekuasaan kehakiman yang bebas dari

segaia pengaruh.



BAB III

- KESIMPULAN

Antara Hukum dan Kekvasaan memiliki hubungan yang erat, yang mana
untuk berlakunya hukum diperlukan pemaksaan dari kekuasaan, sebaliknya
kekuasaan membutuhkan hukum untuk memberikan. batasan-batasan dalam

penggunaannya.

Keadilan hanya dapat dicapai apabila individu maupun pemerintah.

(pemegang kekuasaan) tunduk pada hukum serta memiliki moral yang

tinggi.

13
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